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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Legalitas kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga termasuk 

perbuatan melawan hukum adalah dalam praktik, pelanggaran terjadi 

sebagaimana yang terjadi pada bank di mana obyek jaminan tidak atas nama 

debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. 

Pihak bank telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Dengan 

adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak 

Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur mengakibatkan jaminan 

tersebut tidak bisa dijual atau dilelang. Posisi bank tidak efektif bilamana 

diselesaikan melalui pengadilan, sehingga ada pihak yang dirugikan dan 

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.  

2. Kendala dan penyelesaian kredit perbankan yang mengandung unsur 

perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerdata adalah 

adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur macet 

dengan dalil nilai limit lelang yang ditetapkan dibawah harga pasar perlu 

dibuktikan, mengingat dalam proses lelang agunan wajib dinilai terlebih 

dahulu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian 

secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga 

KPKNL melaksanakan lelang agunan berdasarkan pada harga yang telah 

ditentukan tersebut.  
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B. Saran 

1. Proses awal pemberian kredit para pihak harus meyakini bahwa semua 

tahapan dilaksanakan dengan baik, khususnya kepada bank agar 

melakukan analisa kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, 

memperhatikan prinsip 5C dan 7P, serta four eyes principle.  

2. Dokumen kredit serta pengikatan agunan harus comply, sehingga apabila 

debitur default maka bank dapat melakukan upaya penjualan agunan 

melalui lelang KPKNL. Untuk objek lelang sebaiknya pemenang lelang 

mengajukan pengosongan ke Pengadilan Negeri jika masih ada yang 

menempati objek lelang tersebut. 
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